BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari
Pemerintah Kabupaten Semarang kepada masyarakat
yang terkena bencana di Kabupaten Semarang,
Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan  dana
bantuan berupa bantuan sosial;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,
maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena
Bencana di Kabupaten Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata
Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka
Cita;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 19);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA DI KABUPATEN
SEMARANG
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.



10.

11.

12.

13.
14.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya PD adalah unsur pembantu Bupati

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Semarang.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.

. Bencana Alam adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam yang antara lain berupa gempa
bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan
tanah longsor.

. Bencana Non Alam adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran,
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
Bencana Sosial adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Penyelenggaran penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan
rehabilitasi.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum
pasti akibat dampak buruk bencana.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk  meringankan  beban  korban  bencana dan  untuk
perbaikan /normalisasi atau dapat berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana,
Pemerintah Daerah memberikan bantuan darurat bencana kepada
masyarakat yang terkena bencana.

Pasal 3

Masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
yang mendapatkan bantuan adalah :

a. ahli waris korban meninggal; dan

b. pemilik dan/atau penyewa rumabh.



BAB III
BESARNYA BANTUAN

Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan

sebagai berikut :

a. ahli waris korban meninggal dunia akibat terkena bencana sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

b. pemilik atau penyewa yang rumahnya terkena bencana dengan tingkat
kerusakan sebagai berikut :
1. kerusakan ringan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. kerusakan sedang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
3. kerusakan berat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENILAJAN TINGKAT KERUSAKAN

Pasal 5
(1) PD yang membidangi bencana perlu melakukan penilaian terhadap

tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah bencana, dengan rumusan
berikut :

Komponen Luas Luas Kerusakan
Nomor
Bangunan Bangunan Kerusakan
(1) (2) (3) (4) (4/3)
1 Atap | m? | m> | ...
2 Dinding / penutup | ............... m | m | .
bangunan
3 Lantai | .. m? | o m> |
JUMLAH KERUSAKAN | ...
Boor Ll :3
TOTAL BOBOT | ... %

(2) Berdasarkan hasil penilaian tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PD yang membidangi bencana segera menyampaikan
permohonan kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

NO Kriteria Tingkat Bobot Besar bantuan
Kerusakan
1 | Rusak ringan 20 % — 30 % Rp3.000.000,00
Rusak sedang 31% -70% Rp5.000.000,00
Rusak berat >70 % Rp10.000.000,00




BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut :

a.

Camat dan/atau aparat setempat menyampaikan laporan kejadian di
wilayah terjadinya bencana kepada Bupati dilengkapi data pendukung
yang dapat dipertanggung jawabkan,;

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tembusannya
disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD;

Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang ditunjuk bersama instansi
terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud,

dari hasil penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c
apabila layak, diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Semarang sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk
mendapatkan keputusan;

. bantuan disampaikan secara tunai dan langsung kepada korban

bencana; dan

PD yang membidangi bencana dan bantuan sosial menyampaikan
Surat pertanggung jawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada
Bupati paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya bantuan dalam
rangkap 3 (tiga) dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang dalam bentuk kuitansi bukti penerimaan uang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati
ini dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh BPBD.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Semarang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana di
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015
Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak belaku.



Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 10



